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• Akumulasi kapital, kontradiksi penggandaan kapital dalam ruang produksi sosial ekonomi, (1) 
terjadi eksploitasi terhadap kelas pekerja dan pemodal mendapatkan nilai lebih; (2) adanya 
sentralisasi kapital, yakni penguasaan asset produksi yang diperoleh dari proses akumulasi 
modal, melalui eksploitasi dan hasil investasi dan reinvestasi laba dalam kurun waktu panjang, 
dan melalui merger dan akuisisi usaha dalam jangka pendek, yang terkonsentrasi pada segelintir 
penguasa modal; (3) krisis lingkungan, deforestasi, kebakaran hutan, bencana ekologi, gizi buruk 
dan sebagainya

• Akumulasi awal pada masyarakat non kapitalis dilakukan melalui proses pengalihan hak dan aset 
produksi dari produsen ke penguasa modal, utamanya tanah dan kekayaan alam untuk 
kepentingan penggandaan kapital, dengan cara dan didukung kebijakan kekuasaan yang 
menghancurkan relasi sosial dan cara hidup masyarakat, melalui pengkaplingan lahan produksi 
(enclosure),  reorganisasi ruang, kekerasan dan perampasan hak. Harvey (2004) menyebutkan 
sebagai Accumulation By Dispossession (ABD) ; dalam waktu panjang proses proletarisasi 
menciptakan masyarakat kelas pekerja bebas; 

• Adanya kekuatan oligarki dengan otoritas dan kuasa modal mempengaruhi dan menentukan 
kebijakan hukum, ekonomi dan politik; Modal politik dan ekonomi digunakan memobilisasi 
kekuatan politik untuk melanggengkan sistem kapitalisme dan/atau mencegah ancaman 
kekuatan anti kapital, termasuk melemahkan dan mengendalikan gerakan sosial.

AKUMULASI YANG MERAMPAS



Penguasaan Tanah Papua 



Izin Tambang Izin Penebangan
Kayu

Izin Hutan
Tanaman Industri

Izin Kebun

Jml
Perusahaan

Luas (Ha) Jml
Perusahaa
n

Luas (Ha) Jml
Perusaha
an

Luas (Ha) Jml
Perusahaa
n

Luas (Ha)

Prov. Papua 
Selatan

0 0 5 783.189 8 898.645 29 871.590

Prov. Papua 
Tengah

34 814.832 3 432.970 0 0 6 158.023

Prov. Papua 
Pegunungan

4 199.320 0 0 0 0 0 0

Prov. Papua 
Barat Daya

10 156.536 4 432.068 0 0 16 472.911

PETA INVESTASI



Daerah Operasi 
Militer

Hak Menguasai 
Negara/ Teritorialisasi

Kebijakan Peraturan 
Per-undang2 an

Proyek Pembangunan

Bisnis 
Keamanan

Tanah Negara

Hutan Negara

TGHK

RTRW

Legalitas Izin

Pemberian Hak

Izin Konversi, IU Pertambangan, IU 
Perkebunan, HGU, IU Tanaman 
Pangan, IUPHHK; 

Horisontal Negosiasi/ 
Sistem Kontrak

MP3EI – Koridor 
Ekonomi

KEK; Kawasan 
Agropolitan, KTM; 

MIFEE; 

Konektivitas/Inf
rastruktur

Intimidasi, 
Kriminalisasi.

Manipulasi, 
Uang Pinang

Kompensasi,  
Ganti Rugi

KOMODIFIKASI DAN POLA PERAMPASAN 



PROYEK TANAH MERAH



KASUS CILIANDRY ANKY ABADI









SIAPA YANG DIUNTUNGKAN

• Kelompok Oligarki dan 
pejabat korup;
• Penguasa Transnasional 

Korporasi berafiliasi dengan 
pengusaha domestik, dan 
dengan penguasa negara;
• Lembaga keuangan, swasta 

dan negara yang memberikan 
dukungan dana dan bisnis 
jasa keuangan;




